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ABSTRACT
This study examines the transformation of Indonesia’s economic policies during the Reform Era and the influence of neoliberal doctrines on national development following the collapse of the New Order in 1998. Using a library research method, this study analyzes academic literature, institutional reports, and policy documents to identify patterns of policy change, forms of neoliberal penetration in strategic sectors, and their socio-economic consequences. The findings indicate that macroeconomic stabilization, banking restructuring, trade liberalization, privatization of state-owned enterprises, and fiscal decentralization successfully restored economic stability and increased foreign investment. However, these reforms also resulted in rising income inequality, uneven regional development, and commercialization of public services. The study concludes that the Reform Era generated macroeconomic recovery while simultaneously reinforcing socio-economic disparities, requiring corrective state policies to achieve inclusive development.
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PENDAHULUAN
Pada era reformasi pergeseran besar kebijakan ekonomi di Indonesia telah ditandai dengan adanya krisis moneter yang berujung pada runtuhnya orde baru di tahun 1998. Krisis moneter dinilai sekaligus menjadi krisis kepercayaan yang memaksa perubahan besar seperti stabilisasi makro yang menjadi prioritas lalu restrukturisasi sektor perbankan pun dilakukan, tidak hanya itu pengaruh lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) serta liberalisasi pasar semakin mendapat ruang (Resosudarmo & Kuncoro, 2017; Stern, 2003). Reformasi ekonomi ini juga diiringi dengan perubahan politik substansial seperti adanya politik yang lebih terbuka, desentralisasi fiskal dan politik, penguatan peran daerah yang kemudian membentuk ulang relasi keterkaitan antara negara-pasar-masyarakat di Indonesia (Johnson & Kennedy, 2023). 
Arah kebijakan yang muncul selama dan setelah krisis sering dikaitkan dengan elemen-elemen neoliberalisme seperti liberalisasi perdagangan dan investasi, deregulasi, privatisasi aset negara, serta penekanan pada efisiensi pasar dan insentif bagi sektor swasta. Di sektor keuangan dan perbankan, reformasi struktural dan diperketatnya pengawasan dituntun untuk memulihkan kepercayaan public terhadap pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi masuknya neoliberalisme ke lebih banyak bidang kebijakan ekonomi. 
Kebijakan ekonomi Reformasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kelas menengah, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa ketimpangan distribusi kesejahteraan, ketidakmerataan pembangunan daerah, dan komersialisasi layanan publik, sehingga keberhasilan pembangunan nasional pada era ini bersifat dualistik dan progresif secara makro, namun tidak sepenuhnya inklusif (Ananda, 2017; Winters, 2014). Dari sisi hasil pembangunan, Pada level makro terdapat pemulihan pertumbuhan dan stabilitas makro dalam dekade setelah krisis, serta peningkatan aliran investasi asing dan modernisasi sektor keuangan. Di lain sisi, bertumbuhnya sektor industri yang sempat tinggi sebelum adanya krisis menggambarkan pola perlambatan setelahnya, sementara itu masalah pemerataan termasuk adanya ketimpangan pendapatan dan disparitas pembangunan antar-wilayah tetap mendapatkan spot sebagai isu yang struktural. 
Alih-alih desentralisasi yang diharapkan mempercepat pembangunan lokal menuai heterogenitas hasil karena kapasitas daerah yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang inilah, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yang saling terkait yakni a) Sejarah perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan Indonesia pada era Reformasi b) Bentuk neoliberalisme yang muncul dalam kebijakan ekonomi Indonesia pada era Reformasi dan c) Dampak kebijakan ekonomi era Reformasi terhadap pembangunan nasional. 
Hal ini sekaligus menegaskan adanya urgensi penelitian tentang bagaimana memahami transformasi setelah tahun 1998, dimana hal tersebut bukan hanya soal menilai keberhasilan makro, tetapi juga menelaah bagaimana perubahan kebijakan membentuk distribusi manfaat pembangunan dan struktur politik-ekonomi jangka panjang di Indonesia.
METODE
Artikel ini menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan atau systematic literatur review. Menurut Christ Hart (1998), literature review merupakan dipilihnya dokumen mengenai suatu topik yang berisikan data, ide, informasi, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu guna memenuhi tujuan tertentu atau mengungkapkan pandangan tertentu mengenai sifat topik dan bagaimana hal tersebut akan diselidiki, dilakukan, dan dievaluasi secara efektif yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan. Jadi, intinya literature review merupakan pendeskripsian atau ringkasan dan pengkritisan evaluasi terhadap suatu topik yang dikaji peneliti dari sumber literatur baik dari buku, jurnal, tesis maupun disertasi. 
Adapun tahapan systematic literatur review yakni 1) Selecting a review topic 2) Searching the literature 3) Analysing and synthesizing the literature. 4) Writing the review. (Elkins et all, 2010). Pada penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana Metode penelitian analisis deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang biasanya digunakan guna mendapatkan pengetahuan atau teori terhadap penelitian terdahulu contohnya seperti melalui buku, jurnal baik versi nasional maupun internasional (Waruwu, 2024). 
Dalam proses pengkajian artikel ini, peneliti mencari kesamaan, menemukan ketidaksamaan, memberikan pandangan mengenai hasil temuan, meringkas dan menggabungkannya menjadi sebuah pemikiran  yang baru.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Indonesia pada Era Reformasi
Era Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 menandai perubahan fundamental dalam orientasi ekonomi dan politik Indonesia. Kejatuhan Orde Baru setelah krisis moneter 1997–1998 membuka jalan bagi lahirnya paradigma baru pembangunan, setelah runtuhnya fondasi ekonomi yang sangat bergantung pada kontrol negara, ekspansi konglomerasi, serta jaringan oligarki politik. Krisis tersebut tidak hanya melumpuhkan nilai tukar rupiah dan memicu inflasi ekstrem, tetapi juga menyebabkan gelombang kebangkrutan massal, terutama di sektor perbankan dan industri strategis. 
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola ekonomi sebelumnya, sehingga muncul tuntutan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pasar global (Hanim, 2017; Amin et al., 2023). 
Kebijakan ekonomi pada fase awal Reformasi berfokus pada stabilisasi makroekonomi sebagai langkah darurat untuk merestorasi kepercayaan publik dan internasional. Pemerintah kemudian menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) yang berisi agenda pengetatan moneter, deregulasi ekonomi, pembenahan industri perbankan, serta penghapusan struktur monopoli dan proteksi Orde Baru (Boediono, 1999). 
Tujuan utama kebijakan ini adalah menahan gejolak nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan mengembalikan fungsi pasar sebagai mekanisme distribusi ekonomi. Meski pada awalnya menimbulkan tekanan sosial akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan penghapusan subsidi, kebijakan ini dinilai berhasil membuka jalan bagi pemulihan ekonomi bertahap (Nasution, 2002).Memasuki dekade 2000-an, orientasi kebijakan ekonomi nasional bergeser menuju reformasi struktural dan kelembagaan jangka panjang.
Pemerintah melakukan reposisi sektor perbankan melalui pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) serta menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter independen (Fane & McLeod, 2001). Independensi tersebut memungkinkan Bank Indonesia menerapkan kerangka inflation targeting framework sebagai dasar stabilitas harga dan nilai tukar (Sriyono, 2013). 
Reformasi sektor keuangan kemudian dilanjutkan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, yang diberi tugas mengawasi perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank secara terintegrasi (Sutjipto, Suci, & Umbara, 2019). Selaras dengan reformasi moneter dan struktural, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan regional, dan memberikan kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal (Juanda & Heriwibowo, 2020). Melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), ruang fiskal daerah meningkat signifikan, meskipun implementasi awalnya dihadapkan pada persoalan kapasitas birokrasi dan munculnya penyalahgunaan kewenangan tingkat lokal (Hill, 2008).

Bentuk Pengaruh Neoliberalisme yang Muncul dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Era Reformasi
Sebelum masuknya pengaruh neoliberalisme ke dalam kebijakan ekonomi indonesia, Indonesia terlebih dahulu menganut sistem kebijakan ekonomi kerakyatan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, 5 kebijakan ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi dengan prinsip dasarnya yakni pertama Disusunnya perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan; kedua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan ketiga bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Baswir, 2015: 1). Sedangkan Neoliberalisme merupakan sebuah aliran dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Dapat diartikan juga bahwa pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah (Deliarnov, 2006).
Adapun Neoliberalisme sebenarnya sedikit demi sedikit sudah mulai masuk ke Indonesia semenjak era kolonial. Pada tahun 1967 Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto, para ekonom yang disebut “Mafia Berkeley” yang dari jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh AS, secara sistematis berusaha mengubah haluan orientasi penyelenggaraan perekonomian Indonesia dari ekonomi kerakyatan menuju ekonomi pasar neoliberal. Tindakan pengubahan haluan orientasi tersebut didukung sepenuhnya oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB dengan cara mengucurkan utang luar negeri. Perjalanan perekonomian Indonesia selama ini justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neokolonialisme, Proses transisi itulah antara lain yang menjelaskan semakin terperosok perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal (Baswir, 2015: 7).
Saat krisis moneter 1998 melanda, terdapat tekanan dari IMF terhadap indonesia guna menangani krisis tersebut yang kemudian setelahnya membuat Indonesia menerapkan paket kebijakan dari International Monetary Fund (IMF). International Monetary Fund (IMF) merupakan lembaga keuangan internasional yang bermarkas besarnya di washington dan bersifat otonom. IMF membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu yang sejalan dengan kebijakan IMF. Sama hal nya saat krisis moneter terjadi di Indonesia IMF menekankan pemerintah indonesia untuk menerapkan program-program ekonomi politik neoliberalisme yang berlandaskan pada konsensus Washington. Menurut Harinowo, ada tiga pilar penting menyangkut penanganan krisis ekonomi atau moneter berdasarkan Konsensus Washington, yakni pengetatan fiskal, privatisasi, dan 6 liberalisasi pasar (Hermawandi, 2019: 243). Peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. 
Oleh karena itu untuk mengimbangi kebijakan yang digelontorkan oleh IMF, Pemerintah indonesia melahirkan KPPU. Ia hadir mengawasi dan memberikan batasan terhadap perilaku pelaku usaha. KPPU melakukan optimalisasi peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. KPPU sendiri lahir berdasarkan regulasi dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut yang tertuang pada UU No.5/1999. sistem neoliberalisme pada dasarnya memberikan kebebasan pada pasar tanpa adanya sanksi, adapun KPPU menerapkan sanksi tegas terhadap para pelanggar UU No.5/1999 Sehingga neoliberalisme tidak benar-benar masuk ke dalam tubuh negara. 
Adapun Bentuk Pengaruh Neoliberalisme yang Muncul dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Era Reformasi terlihat dalam berbagai sektor sebagai berikut: 
1) Sektor Perdagangan, Kebijakan perdagangan Indonesia setelah krisis 1998 mulai bergerak ke arah liberalisasi pasar. Pemerintah secara bertahap melakukan penurunan tarif dan bergabung dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas. Misalnya, saat pemerintahan presiden Megawati hingga SBY yang aktif mengejar Free Trade Agreement (FTA) bilateral komprehensif yang mencakup liberalisasi barang, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan persaingan dengan mitra dagang seperti ASEAN, Jepang, dan Korea iisd. Selaras dengan itu, indikator The World Bank menunjukkan rata-rata hambatan tarif Indonesia (TTRI) menurun signifikan, dari sekitar 5,23% pada 2000-2004 menjadi 4,63% pada tahun 2006- 2009 (setara dengan rata-rata kawasan ASEAN). Data ini mencerminkan adanya terhapusnya secara bertahap kuota dan pembatasan impor serta penurunan tarif, yang kemudian melancarkan arus barang lintas batas. 
2) Sektor Pendidikan, Selain dari sektor perdagangan, Neoliberalisme juga menembus sektor pendidikan. Khususnya pada pendidikan perguruan tinggi melalui privatisasi dan komersialisasi. Hal ini dapat dilihat Pada tahun 1999, di era B.J Habibie pemerintah menerbitkan 7 peraturan yang memungkinkan pengubahan status Perguruan Tinggi menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) yang kemudian menjadi cikal bakal PTN-BH saat ini (Aprimadya 2023). Akibatnya biaya kuliah di BHMN tersebut melonjak, bahkan dua kali lipat dibanding universitas swasta sekelasnya. Contoh kasusnya komersialisasi pendidikan ITB pada tahun 2004 membuka jalur khusus dimana memperbolehkan pendaftaran bagi mahasiswa yang tidak lolos ujian nasional masuk perguruan tinggi dengan membayar for the higher tuition fee (Ulfa, 2017: 38). Selain itu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan pada tahun (2019–2020) menekankan kemitraan industri dan penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan pasar, menunjukkan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi. Semua langkah ini mencerminkan dorongan pasar dalam pendidikan yakni deregulasi akademik sesuai paham neoliberalisme. 
3) Sektor BUMN mengalami restrukturisasi sesuai neoliberalisme yakni berupa penjualan saham dan pembatasan peran negara. Sejak krisis ekonomi, dilepaskannya sebagian kepemilikan BUMN olrh pemerintah guna untuk menutup defisit anggaran, meningkatkan efisiensi, dan memperbanyak persaingan. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No.19/2003 yang mengatur reorganisasi BUMN yang memisahkan unit usaha nonesensial dan membuka peluang partisipasi swasta. Langkah ini memang kontroversial karena dari KPPU sendiri menyoroti bahwa agenda neoliberalisme salah satunya ialah privatisasi BUMN namun hal teersebut malah dijalankan sebagai bagian kebijakan reformasi BUMN untuk mengurangi beban keuangan negara. Di era selanjutnya yakni era pemerintah Jokowi sempat menyiapkan IPO di beberapa BUMN besar untuk menarik modal asing misalnya sebagian saham Telkomsel. Dengan kata lain, sejak tahun 2000-an kebijakan BUMN lebih mengarah ke pasar bebas dan akuisisi investor publik atau swasta, sejalan dengan paham neoliberalisme.  
4) Sektor Investasi Asing, Di sektor penanaman modal atau investasi asing semakin liberal seiring berjalannya reformasi. Setelah krisis, Indonesia melonggarkan sabuk aturannya dalam kepemilikan asing, terlihat dari mulai 1997 semua pembatasan modal asing di bursa saham dicabut, dan pada 1998 dipersilakan bagi investor asing memasuki 8 sektor retail dan grosir. Pada tahun 2007 pemerintah mengganti UU Lama tahun 1967 dengan UU No.25/2007 yang isinya menjamin kesetaraan antara perlakuan nasional dan asing serta melarang nasionalisasi atau ekpropriasi sembarangan. Dalam era presiden Jokowi, langkah deregulasi makin diperluas melalui UU Cipta Kerja tahun 2020. Undang-undang ini menekankan pada penyimpelan proses perizinan investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menerapkan positive investment list, sehingga lebih banyak sektor dibuka penuh untuk modal asing. 
Hal ini bertujuan secara eksplisit guna menarik lebih banyak Penanaman Modal Asing (FDI) yakni sebuah manifestasi nyata dari liberalisasi pasar modal. Akibatnya, arus investasi asing ke Indonesia terus meningkat. Dapat dilihat dan dipahami bahwa Prinsip-prinsip neoliberalisme mempengaruhi dan membentuk banyak kebijakan ekonomi Indonesia di berbagai sektor.
Dampak Positif terhadap Pembangunan Nasional 
Kebijakan reformasi ekonomi pasca-1998 membawa sejumlah capaian penting dalam pemulihan dan transformasi pembangunan nasional. Pemulihan stabilitas makro melalui kebijakan moneter berbasis inflation targeting framework menjadi fondasi utama pemulihan ekonomi Indonesia. Stabilitas harga dan menguatnya nilai tukar rupiah menjadi indikator pulihnya kepercayaan pasar serta meningkatnya kredibilitas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen (Sriyono, 2013; Warjiyo & Agung, 2002). Kondisi makro tersebut kemudian berlanjut menjadi prasyarat vital bagi bangkitnya aktivitas ekonomi dan investasi setelah fase kontraksi berat pada 1998. Perbaikan kondisi makro kemudian diikuti oleh pulihnya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya aliran investasi asing langsung (FDI). Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif hingga -13,1% pada tahun 1998, PDB Indonesia kembali masuk jalur ekspansi dan stabil pada kisaran 4–6% di awal 2000-an (Amin et al., 2023). Pemulihan tersebut ditopang oleh deregulasi industri, pembukaan sektor ekonomi strategis, dan membaiknya iklim usaha. Stabilitas politik pasca-2004 turut memperkuat persepsi investor dan mendorong peningkatan realisasi investasi asing dari berbagai sektor produktif. Selain aspek makro, Reformasi mendorong berjalannya kembali pembangunan infrastruktur strategis melalui skema APBN dan kemitraan pemerintah-swasta. 
Program infrastruktur skala besar, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, serta pembangkit listrik, memainkan peran signifikan dalam meningkatkan konektivitas domestik dan efisiensi logistik nasional (Bappenas, 2003; World Bank, 2005). Infrastruktur ini bukan hanya meningkatkan kapasitas ekonomi antarwilayah, tetapi juga mempercepat integrasi ekonomi daerah pasca-desentralisasi fiskal. Secara sosial-ekonomi, Reformasi juga mendorong tumbuhnya kelas menengah urban dan ekspansi pesat sektor jasa. Struktur ekonomi Indonesia mengalami diversifikasi signifikan, ditandai meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDB secara konsisten. Transformasi ini turut mendorong perkembangan sektor pendidikan, perdagangan ritel modern, pariwisata, teknologi digital dan keuangan berbasis layanan (Hill, 2008; Nasution, 2002). Selain itu, reformasi perbankan dan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat transparansi dan tata kelola sektor keuangan nasional (Hanim, 2017), sehingga modernisasi pasar modal dapat berjalan progresif dan inklusif. 

Dampak Negatif Kebijakan Reformasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Kebijakan reformasi ekonomi di Indonesia yang diterapkan melalui liberalisasi pasar, deregulasi investasi asing langsung (FDI), dan penguatan sektor swasta, pada dasarnya telah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi makro. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak secara otomatis terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Penelitian Matter et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun sektor manufaktur memiliki kontribusi dalam mengurangi ketimpangan, tetapi indikator demokrasi yang mencerminkan arah kebijakan serta kepentingan politik justru memperburuk kesenjangan pendapatan pasca reformasi institusional. Dampak kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan pemilik modal dibandingkan tenaga kerja berupah rendah telah menyebabkan pendapatan dari aset seperti properti, sewa, dividen, dan kapital bertumbuh lebih cepat, sedangkan tingkat upah pekerja cenderung stagnan. Temuan tersebut sejalan dengan Abbas & Growth (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru berkorelasi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hanya kelompok yang memiliki modal, keterampilan tinggi, akses jaringan bisnis, atau tinggal di lokasi strategis yang merasakan manfaat reformasi, sementara kelompok berpendapatan rendah semakin tertinggal. Mekanisme struktural ini memperlebar jarak kesejahteraan antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat. 
Selain ketimpangan pendapatan, reformasi juga berdampak pada ketidakmerataan pembangunan antarwilayah. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang diharapkan menjadi instrumen untuk pemerataan justru menghasilkan efek beragam antarwilayah. Hal ini berkaitan dengan variasi kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur di tiap daerah. Daerah yang memiliki dukungan institusi dan infrastruktur yang baik mampu menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan, sementara daerah tertinggal mengalami kesulitan mengoptimalkan potensi ekonominya. Studi Maria et al. (2018) terhadap 33 provinsi periode 2000–2015 memperlihatkan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam malah meningkatkan disparitas pendapatan antarprovinsi, karena daerah kaya sumber daya menjadi semakin makmur, sedangkan daerah minim potensi sumber daya tertinggal. Di sisi lain, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan ternyata tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. reformasi ekonomi juga mendorong komersialisasi layanan publik melalui penerapan pendekatan New Public Management yang mempromosikan privatisasi dan orientasi pasar di sektor layanan dasar. Penelitian Al-fatih (2022) menunjukkan bahwa komersialisasi layanan publik belum sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan karena kelompok berpendapatan rendah cenderung menjadi korban kebijakan tersebut. Di sektor pendidikan tinggi misalnya, orientasi komersial memicu kenaikan biaya pendidikan sehingga akses bagi kelompok kurang mampu semakin terbatas. Demikian pula pada sektor vital seperti listrik, penelitian Handayani et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan dapat meningkatkan tarif dan memperketat persyaratan akses bagi masyarakat miskin. Reformasi sektor publik justru memperlebar kesenjangan kesejahteraan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar.

KESIMPULAN
Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pasca-krisis moneter 1997– 1998, menandai transformasi fundamental dari sistem ekonomi yang dikendalikan negara menuju ekonomi pasar yang lebih dinamis. Reformasi ini, didorong oleh tekanan internasional dan kebutuhan pemulihan banyak mengadopsi elemen neoliberalisme, yang diwujudkan dalam kebijakan seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, komersialisasi pendidikan, dan pelonggaran regulasi investasi asing. Dampak kebijakan ini bersifat dualistik: secara positif berhasil memulihkan stabilitas makroekonomi (inflasi dan kurs stabil), mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi asing, dan memodernisasi sektor keuangan. Namun, sisi negatifnya menciptakan tantangan struktural yang signifikan, terutama dalam bentuk ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan antar wilayah akibat perbedaan kapasitas daerah, dan komersialisasi layanan publik (pendidikan dan listrik) yang membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan ke depan adalah bagaimana merancang pembangunan yang dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakmerataan kapasitas daerah sambil mempertahankan pertumbuhan makroekonomi. 
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